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ABSTRAK
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VI: Hukum Tentang Hubungan Transnasional; Skripsi; FHUI;
2008;xi+103 hal.

Sistem keanggotaan org
bahasan yang dapa

ternasional merupakan suatu
engan mudah dalam praktek
di dunia j0di menarik untuk
dikaji lekl politik bernama

in
Taiwan, : tidak Jjelas
di ma ' dalam salah
satu dunia vyaitu
Wor _ ] an daerah
empart ] ‘jp alah ketika

te € (1C wdara aratad n 1946-

arnirny mef ak; bahWwa ) adalah
se negara yang bekdi diri, bukannya ian dari
epub L ek vath dinhady (RR FaNg sekarang
merng aim Wil 272 i W . =l satu
W8 Sho ol ‘ ' oF- sistem

o) Perse ta gsa (PB ng mana

mengeluarka rq tidak Taiwan
seba suatu négd B - ili  rak ina, dan
meny an kewend ili

kepada

rak na di PBB
men aL pertimbangan
menyangkut

;:ah untuk mengikuti

Kebijakg ‘ 5 g g e . Oleh sebab
itu ) hubungan
sesungguhnya i i vang terdapat dalam
Arrangement ion with Other
Intergovernmental (15 November 1995),
sehingga kedudukan serts wajlban WTO dalam sistem PBB

dapat lebih mudah dipahami, khususnya jika dikaitkan dengan
perihal tata cara aksesi dalam WTO serta keanggotaan Taiwan
dalam WTO. Dengan demikian, karya ini diharapkan dapat
menambah pemahaman kita akan permasalahan sistem
keanggotaan dalam organisasi internasional selain Jjuga
menambah wawasan kita.
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BAB I

berkembang
unt ser : ) g penting;

bg 1 dan

kq untuk
SgUunNaa cktif karena
hubungg ernasiona seluruh

"N
pern‘l'wI ¢ a menimkaesulitan—
kesuli# .if."‘,." omplle pubu ‘i-‘ blhn tersebut.!

Mengings /2 obaeclak [ altlinma 1 selesaikan hanya

melalui perﬂ ﬁ ’\
vo onal

saluran diplomatik
timbul pemikiran untuk mendirikan organisasi-organisasi

h
» .

planet

ataupun melalui

saja, maka mulailah

internasional.

B Syahmin A.K. (a), Masalah-masalah  Aktual hukum Organisasi

Internasional, (Bandung: CV. Armico, 1988), hal. 16.
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Organisasi internasional dalam arti luas pada
hakikatnya meliputi organisasi internasional publik (Public
International Organization), organisasi internasional

privat (Private International Organization), organisasi

regional atau sub Regional or Sub-regional
Organizatio sifat universal
dd

dasarnya

ang akan

ggotaan

orga 5 1 embedakan

‘r kecilnyilinec

'Hr harus lﬂllw‘l’1

anggota

>
‘%‘r‘ whic proximity);

as

angg ara-negara yang

i
m:;m negara di luar

apat menjadi anggota.

a
berada w

kawasan tersebut ti

2 Sumaryo Suryokusumo (a), Studi Kasus Hukum Organisasi

Internasional, cet. 1, (Bandung: PT> Alumni, 1997), hal. 37.

3 Ibid., hal. 37-38.
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c) Prinsip selektivitas (selectivity); penekanannya
terhadap syarat-syarat tertentu dalam penerimaan

anggota. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:*

° Keanggotaan yang didasarkan pada kedekatan letak

geografisy

kepentingan yang

92 -
r

flidasarkan pada dersamaan

Fdayaan s, da pgalamapesejarah;

Keanggotaan
Keanggdta Kan pada @ aban hak-

@
. F hak asad nishe
!dl . &F
S Q OkJa Sa S int sional an
'\ yang

menganu o qotas FeY Se pgan beberapa

]%Wa tercantum dalam

1. Negara itu haruslah cinta damai;

persyaratan

Piagam PBB Pasal 4

2. Menerima kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut

dalam Piagam PBB;

¢ sgri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi
Internasional, (Jakarta: UI-Press, 2004), hal. 47.
° Sumaryo Suryokusumo (a), op. Cit., hal. 52.
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3. Bersedia melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut;
4. Memperoleh rekomendasi dari Dewan Keamanan;
5. Pengesahan sebagai anggota baru oleh Majelis Umum

melalui dua pertiga suara.

Prinsip keangge ianut organisasi memiliki

hubungan e karena penerimaan

negara lainnya sebagai

b implisit

anggot

dUnge*Oengakuan organsSa ; P negara

s ek huku ganisasi

uh  bagi

10ong

inte dak T g berada
satu sist ek A dani-badan kht BB tetapi
jug da orgapnroere - S@#ET interna m lainnya.®

Maksudnya oleh organisasi

internasi

telah dlberlkam4

lainnya, dan pada akhir

pengakuan yang
WSa51 internasional
semakin banyak pengakuan yang
diberikan oleh organisasi internasional akan memperkuat
status subjek hukum internasional tersebut secara umum

dalam dunia internasional.

® Ibid., hal. 69.
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Taiwan merupakan contoh wilayah yang memiliki masalah
dalam hal memperoleh pengakuan dari dunia internasional.
Republik Cina, nama resmi Taiwan, pernah menjadi perwakilan

resmi Cina dan menjadi salah satu dari lima negara anggota

tetap Dewan Keamg di dalam perkembangan

selanjutnya ¢omunis Cina yang

dapat d Rakyat Cina
. aitu pada

gkan _Rep akhirnya

E‘j pulau Taiy . sesudah b s !ntah RRC
ngga ‘ i : 111 kepada

Jends

b segala

mewaw rakyat
disampaika (&:

tahun-tah

mint® ?B segera

Nas1onalduk terus

i”e‘macam ini

Sekjen PBB dalam

'ernyata

Resolusi 2758,

tanggal 25 Ok 6 negara setuju, 35

negara menolak, dan 1 gara abstain, PBB menyetujui
pengembalian semua hak RRC dan pengakuan wakil
pemerintahnya sebagai satu-satunya wakil yang sah di PBB,

serta segera mengeluarkan wakil Chiang kai-shek dari

7 Sumaryo Suryokusumo (b), Hukum Organisasi Internasional, cet. 1,

(Jakarta:UI-Press, 1990), hal. o6l.
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tempatnya yang diduduki dengan cara tidak sah di dalam PRBB
serta badan-badan PBB lainnya.
Saat ini Taiwan masih menjadi wilayah yang statusnya

tidak jelas dalam hubungan internasional, dimana pemerintah

RRC menganggapnya .8 R, satu propinsi sedangkan
pemerintah e i negara Republik
Cina vydfg ' : subjek hukum

1

inte usahanya

men o [ S Engakuan pe Pagal pegara i as Taiwan

hti

m Grisdiksi Wmel aiwan, Penghu,

ta World

Kilig dan i L 1 aye kIt s 1 ajadl

T izat ari 2002

de‘ngusung
Pené%!!:gé

WTO ad

angga

om Terri f Taiwan,

aipei). E
-.i-"’ ia yang berfungsi

untuk men m n internasional.
WTO mulai berm% !!mri 1995 vyaitu dengan

disepakatinya Agreement

World Trade Organization yaitu
persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang
ditandatangani para menteri perdagangan negara-negara

anggota WTO pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh,
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Maroko. Organisasi ini bukan specialized agency® (badan
khusus) dari PBB, namun memiliki pengaturan yang kooperatif
dan praktis dengan PBB.’ WTO, para pejabatnya serta utusan

negara anggota akan memiliki hak-hak istimewa serta

kekebalan serupa yane esual dengan Convention on

the Privile Agencies 1947 .10

Tujuan pehsaingan sehat

dals i e rde - bagi para

andg edangkan ilosofis 85 Uan O adalah

alized ency adalah orgam al dengan
te as ANc r N UG a denga 83 me berjanjian

an antara é & agenc de PBR aksanakan
ntuan i: 0 g am P ] catatan
Orgga ¥—-organisa rsé S menuhi kritT8 dalam Pasal
57 ni didirij d Sk ian antar igesme 1tah serta
memi’d tanggung ja E ntery 2 Bl ang luas do ang ekonomi,

sosiéﬂudayaan, 5 , dan bidaWang terkait.
Perjan antara .“;“g ¢og=u- asi-organi internasional
tersebuiak A atas 3 o) h’akup koordinasi
program, pemk -!E ) :

g, ya

1‘:‘» agan, kerjasma dalam
pembangu OENG aran administrasi
serta ha

afig” tindih. Setiap

specialized Joe =l L1k Sttt usinva o dan mendapat kekuatan

hukum dasarnya F i '1 u%intahan yang menerima

konstitusi ters S = P perjanjian antara PBB
4

dengan specialized ag w g U, UpU, ILO, FAO, IMF, IBRD,
IFC, UNESCO, ICAO, WHO, W c MCO. Lihat Phillipe Sands dan pierre
Klein ed., Bowett’s Law of International Institutions, 5% ed.,
(London: Sweet & Maxwell, 2001), hal. 79, Jjuga Hata, Perdagangan
Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non
Hukum, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 87, dan Norman Hill,
International Organization, (New York: Harper & Brothers Publishers,
1952), hal. 198.

° United Nations, Basic Facts About the United Nations, (New York:

United Nations Publication, 2000), hal. o64.

' Hata, op. Cit., hal. 88.
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untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin
terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan

perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

dunia.

Saat ini WTQ satu-satunya organisasi
internasio Taiwan menjadi
anggotamyd g menyatakan

bahwa . ) : ] ima, Taiwan

tid enjadi dat ah Negara

enanya t an dalam

ain WTO,
Ta ¥l ah 3 £ 1 evelor k, Asia

Pa‘conomic FOE e T A RASERS i C Econodperation

Counyrian beberapa™ e = Welaupun begiMeanggotaan
dalam WTO (aé; ) : -.i-‘ pagi Taiwan dalam

memulihka internasional.
Menjadi angM 'w!esempatan yang sama

yvang dimiliki anggota lainnya untuk mengembangkan
potensi ekonominya.
Pemberian keanggotaan dalam WTO kepada Taiwan

dimungkinkan karena Pasal XII(l) WTO Agreement menyatakan

bahwa aksesi dapat dilakukan Negara (state) atau Wilayah
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yang memiliki hak sepenuhnya dalam menetapkan kebijakan
perdagangannya (separate custom territory) dan berdasarkan
klausul-klausul vyang telah disetujui antara pihak vyang

melakukan aksesi dengan WTO. Taiwan dinilai memenuhi

persyaratan sebagai l©. vang berstatus separate

custom ter IV(2) GATT vyang
iliki tariff
gangan yang

O othe ions

gebagail bagta ’vg untuk
DSt an ' dengan

pends iplomatik

ubpenghala e=Yo A an Taiwand negara-

nega”rerta hanyaemonpevile 28 al-hal ‘merhubungan
dengan Gené # ; :in\ adap status dalam

hukum int
Perbedaw ¥MOta berhubungan erat
n yang dianut oleh suatu

dengan prinsip keangg

era

1 pasal XXIV(2) GATT berbunyi,”For the purposes of this Agreement a
custom teritory shall be understood to mean any territory with respect
to which separate tariffs or other regulations of commerce are
maintained for a substantials part of the trade of such territory with
other territories.”

2 pasha L. Hsieh, “Facing China: Taiwan’s Status as a Separate
Cutom Territory in the World Trade Organization”, Journal of World
Trade (2005): 1201-1202.
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10

organisasi internasional. Penetapan suatu Wilayah vyang
memiliki hak sepenuhnya dalam menetapkan kebijakan
perdagangannya (Wilayah Khusus) dapat menjadi anggota dalam

WTO sesuai ketentuan Pasal XII(l) WTO Agreement, tentu

bukan tanpa alasan an dari WTO adalah wuntuk

menjalin h pan organisasinya
harusla hkan pencapaian
tuj bahwa WTO

rkan pada

menjadi

waba ana bisa

WTO. H terjadi

M mdang WTO sebay_mﬂdan khusus
dari 1 : [ :‘-\

sebagai a

en
Cina vyang hanm#

dari rakyat Cina, dan s

menerima Taiwan
Kebijakan Satu
Wrwakilan vang sah
em tersebut seharusnya menjadi
semacam panduan (guidelines) bagi badan-badan khusus PRBB
yang ada. Dalam penjelasan sebelumnya, telah dinyatakan
bahwa WTO bukanlah suatu badan khusus PBB. Dalam Bowett’s

Law of International Institutions, WTO diklasifikasikan
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sebagaili other autonomous organizations vyaitu Dbadan vyang
dibentuk berdasarkan suatu perjanjian yang Dbertujuan
menetapkan peraturan pelaksana substansial dalam bidang

tertentu, namun Dbadan ini Dbukan sepenuhnya bagian dari

13

sistem PBB. Keangg organisasi 1ini berkembang

dengan lua ang universal dari

keanggaita d 3 beberapa kasus,

misad he Law of

the Climgte = nvention,

o e i #PBB sedangRoAesg ’nvention
Righ tg ih banyak

demikian

UWaj ibkan

I”Ij‘gota tidak

Ygota

se autonomo

men M kebija
g 3

seharusnya “merdnm

* Pphillipe Sands dan Pierre Klein, op. Cit., hal. 115.
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B. Pokok Permasalahan

Adapun hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam penulisan
Permasalahan Hukum keanggotaan Taiwan dalam World trade

Organization adalah:

1. Bagaimana pengs penerimaan anggota dan

anization?

d . nfuntuk menjadi
i
fleng 1jua Jerikut,

i g penerimadgota dan

Bl NPT 5 o Orgarﬁﬂon.
:i-x wan untuk menjadi

tata ca

2.

D. Metode Penulisan

Metode penulisan vyang dipergunakan dalam membahas
Permasalahan Hukum Keanggotaan Taiwan dalam World trade
Organization adalah dengan metode penulisan hukum

kepustakaan. Dalam penulisan hukum, data vyang diteliti
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Aksesi dalam WTO, berputar pada langkah-langkah yang harus
ditempuh suatu negara untuk memperoleh keanggotaan dalam
WTO. Akhirnya Dbagian terakhir, keanggotaan Taiwan dalam

WTO, membahas secara lengkap perjalanan Taiwan dalam

upayanya memperoleh galam salah satu organisasi
tersebesar

BAB V

memberikan

-
—
>

CS% - PeE

),

€simpulan fdapat _dar mengenai

Ksesi Tai q dalam WTO.

.

Permasalan hukum..., Aisy Ayurezeki, FH Ul, 2008



ERNASIONAL

organisasi
adkan de berbagai

kemudTa ’lahirkan
e da telah
mission),

(league),

), masyarakat

(communit sama 2 lain-lain.'®
Proses perkembaga“: e!asional yang sebegitu
cepat sekaligus telah menciptakan norma-norma hukum vyang

berkaitan dengan organisasi itu, vyang kemudian membentuk

suatu perjanjian yang disebut instrumen dasar atau

¥ sumaryo Suryokusumo (b), op. Cit., hal. 2.
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instrumen pokok (constituent instrument), atau Dbiasa
disebut Anggaran Dasar.'’
Salah satu hal vyang diatur dalam Anggaran dasar

tersebut adalah masalah keanggotaan yang merupakan

persoalan konstitusig pdasar. Perihal keanggotaan
dalam orga r dilepaskan dari

tujuan, = j ePlt karena hal-

hal g n e ¢ sasi. Tujuan

internaSTOWS tu dapat
yang k dan

21 Nas menurut

k,Z

terutam‘ui cara-

Fombi s

lasi hub

%penyele 35
2. Mencedfe ,.?r
10n

-—

Anggaran Dasar a rinsip dan tujuan, struktur,
maupun, maupun cara organisa erja. Selain itu, Anggaran Dasar
yvang dimiliki organisasi internasional memerlukan ratifikasi dari semua
anggotanya. Anggaran Dasar ini dapat berupa Piagam (PBB,OAS, OAU, dan
OKI), Covenant (LBB), Final Act (Helsinki Accords), Pact (Liga Arab),
Treaty (NATO dan SEATO), Statute (IAEA dan OPEC), Deklarasi (ASEAN),
Constitution (UNIDO, ILO, WHO, dan UNESCO), dan lain-lain. Lihat Ibid.,
hal. 10 dan 26-27.

19

20 T, May Rudy, Administrasi & Organisasi Internasional (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2005), hal. 31 mengutip dari Theodore A. Coulombis dan
James H. Wolfe, International Relations: Power and Justice (New Delhi:
Prentice Hall of India, 1981), hal. 278-280.
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3. Memajukan dan meningkatkan kegiatan kerjasama ekonomi
sosial untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduknya
4, Collective Security atau Collective Defense (aliansi)

sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal

bersama.

Sedangkan D.W. Bowett?

mengkla berdasarkan

pada o general

of 1limited ce. Baik

o) regiona atas
kom i : aNg B aguk dalam
ka mite igle, adan-% sus PBB
(sbzed agend *, ICAO, WHO, dan

seba%. Organi<sas’ O ali general

competence iﬂrA j LW rope, sedangkan
yang limi ce ean Communities

dan The Europe!d

Setiap organisasi int asional tentunya dibentuk untuk
melaksanakan peran-peran dan fungsi-fungsi sesuai dengan

tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh

anggotanya. Peran organisasi internasional adalah sebagai

2l Phillipe Sands dan Pierre Klein, op. Cit., hal. 18.
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berikut: 1) Wadah/forum untuk menggalang kerjasama serta
untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama
anggota) ; 2) Sebagai sarana untuk perundingan dan

menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan;

dan adakalanya ber

3) Lembaga yang mandiri
untuk mela T

kan (antara lain
t

3 o f : ‘
g pelestarian
D ST i ] 8 a eace-keeping
opsé O dan ain i Pe rganisasi
i* asiorial menurut
1 T rurns ‘

akata

kegiatag

1ling

liyelArgher adalah"selbaga rikut:
encapail

ada) dan

elaraska d
Vo ltu uniw berhimpun
:i_‘ obuatan keputusan

a perjanjian-
a}“nvention, treaty,

n lain sebagainya);

perjani ia_4
protocol, agreement,

3. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga

bisa merupakan aktor vyang autonomous dan bertindak

22 T, May Rudy, op. Cit., hal. 27.

23 1pbid., hal. 29, mengutip dari Clive Archer, International
Organization (London: George Allen & Unwin, 1983), hal. 136-137.
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dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi
internasional dan Dbukan lagi sekedar ©pelaksanaan
kepentingan anggota-anggotanya.

Untuk mewujudkan tujuan dan peranan yang telah

dirancang, langkah us diambil adalah dengan

membuat dapat membantu
tercap negara dapat

begi nternasional

memenuh ratan—persya [} ang telah

§ pokoknya® . 'asalahan
S o dengan
P anggo a neri

ha‘h yang milac e LS o dalam delek31an

negamrara eriadi anguworganisasi
internasionk ﬁ': < :i."‘ > h lanjut dalam

uraian be

A. Prinsip-prinsip Kean

Di dalam praktik, prinsip keanggotaan suatu organisasi
internasional bergantung pada maksud dan tujuan organisasi,

fungsi yang akan dilaksanakan, dan perkembangan apakah yang
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24 Sumaryo

diharapkan dari organisasi internasional tersebut.
Suryokusumo membedakan prinsip keanggotaan yang ada menjadi

tiga prinsip besar, yaitu:2E

1. Prinsip Universalitas (principle of universality)

Prinsip uni ada umumnya lebih Dbanyak

mencuraj sh-masalah global,

bai g luas dan

0 2 3 atwpun dalam

terjadi
ni vyang
, maka
r kea as kecilnya
, sister BE M onominya,
un untuk =% memenuhi

Schermers,26

organi sifat
sebagai w
a) Universal (univer ; organisasi yang universal

adalah organisasi yang operasinya meliputi seluruh

2% sri Setianingsih Suwardi, op. Cit., hal. 46.
2% sumaryo Suryokusumo (a), op. Cit., hal. 153-155.

%6 Ibid., hal. 40, mengutip dari H.G. Schermers.
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dunia. Tahap pertama yang dilakukan setelah
organisasi internasional vyang sifatnya universal
terbentuk, adalah  membentuk administrasi yang

tarafnya di atas nasional negara anggotanya.

Peraturan yaa eh organisasi internasional
yang suatu peraturan
aktisipasi dari
menyebabkan
n-anggota
effscbut.
[ mate acessity) ;
informasi

ikas®

h dunia

>

standar—-standar

ernasional

orologi, penempatan
kabel bawah laut emanfaatan ruang angkasa, dan
lain sebagainya. Untuk menciptakan aturan-aturan
internasional dalam Dbidang tersebut dan agar

aturan-aturan tersebut dapat mudah dikoordinasikan

dan diterapkan di antara negara-negara di dunia
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ini, maka pembentukan organisasi internasional yang
universal merupakan tindakan yang paling tepat.
c) Heterogenitas (heterogenity) ; keanggotaan  suatu

organisasi universal meliputi negara-negara di

dunia ini, iri dari berbagai negara

yang itik, ekonomi,
e ; Tk g Semangat

uatan dari

Oorganlsasi asiona yang

apdlmenyeless peniiesalahan D

aru s egaife empunyai

yan 2  —Nnega T, namun

‘idak dapa S ih # anya pengaru‘:a negara
H? IERNE. .
Prinsip (.(?- ) ]

ectivity)
ola keanggotaan

ere kanan  dilakukan

terhadap faktor-fakto bagai berikut:
a) Faktor geografis, dimana terdapat kecenderungan

untuk membentuk organisasi yang bersifat regional

daripada yang bersifat umum;
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b) Kenyataan pentingnya negara-negara yang akan
menjadi anggota dalam hubungannya dengan masalah-
masalah yang menjadi sasaran organisasi tersebut;

c) Kualitatif, dengan melihat sistem ekonomi dan

bentuk tertg

d) Falk dan pengalaman

negara
lesaikan
Offgganisasi

¥siona s diatur

organis; demikian

~,

a, seh ITheaqg sulit
diseleg®

J',:?
ertentu diatur

a
secara tw v,baik dari segi luas

wilayah, ekonomi, ke yaan, kepentingan, atau tujuan

semua hubungan

tertentu.
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3. Prinsip Kedekatan Wilayah (principle of geographic
proximity)
Organisasi yang menganut prinsip ini lebih

cenderung membentuk organisasi regional atau sub-

regional vyang a an dibatasi pada negara-
negara saja. Organisasi
in subyek hukum

apa negara

terbatas P s on te

D

tenth ng dalam

wadah kerfasa deg@@an maksud tujuan
nt regional
dakla nasional
univers = FIRing. Ba rganisasi

ey in ranisa@:ernasional
%ﬁi\ atu pihak untuk
elesaian secara
penyelesaian secara

regionalw

universal, bergantung i kebutuhannya.?’

27 syahmin A.K. (b), Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional,
(Bandung: Binacipta, 1986), hal. 80.
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B. Tata Cara Penerimaan Anggota

Keanggotaan dalam beberapa organisasi dipandang perlu
dibatasi oleh karakter organisasi-organisasi itu sendiri.

Tidak dapat diharapkan akan dijumpai organisasi regional

yvang terbuka bagili neg ang berada di luar wilayah

terkait, geografis dalam

klausulifa J pada kesepakatan
bula i \i & i kiwrrakan akan
me RK S Peberapa Jonss Tteria_ geogra politis

smeritukan la a gidaknya nega¥e i'diterima
aAnggg k

ana ata intinya

an dan % erimaan a dalam

orga'mi merupak T e @I i karv organisasi
yang dite ﬁm organisasi yang
bersangku anggotaan dalam

suatu organg4 f“rupakan tindakan

bilateral, yang berar di satu pihak organisasi

internasional harus setuju dengan penerimaan keanggotaan,

2% D.W. Bowett, Hukum Organisasi Internasional [The Law of
International Institutionall], diterjemahkan oleh Bambang Iriana
Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 489-490.
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di lain pihak negara itu menurut hukum nasionalnya sah
untuk menjadi anggota organisasi internasional.?’
Pada umumnya prosedur penerimaan keanggotaan dimulai

dengan adanya permintaan dari calon anggota melalui suatu

instrumen resmi ya atu pernyataan mengenai
kesanggupa yvang tercantum

dalam Ke

el vyang akan
dimags a1 ' ag ; iagukan oelh

hukum __interne seperti

pi Jrrgeeperwenang

8gara atau pe ri atau me r negeri

i kan Ofganisasi

nk  untuk

al U

meb dokumen
b ]
ol

keanggollome g Pasal 4(i“ngan jelas
menetapkan lé; ) :i-\ #rus cinta damai,

F dan bersedia
%..E!l!!!ut.

enyatakan bahwa suatu negara

yang

menerima

melaks anakanw

Dewan Eropa dengan teg

Pasal 3 Statuta

hanya dapat menjadi anggota bila negara tersebut mengakui

prinsip supremasi hukum dan prinsip bahwa setiap orang yang

2% sri Setianingsih Suwardi, op. Cit., hal. 56.

30 1pid.
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berada di bawah yurisdiksinya dapat menikmati hak-hak asasi
manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental.>!
Tanggapan atas permohonan calon anggota oleh organisasi

internasional sampai pada akhirnya menghasilkan penerimaan

atau penolakan, me proses tersendiri, vyang

berbeda an : ‘ g lainnya. Sebagai

contoh, disampaikan
kepao : ] Procedure
PBB da oA Rules of

Dewan Keamanan ) s tersebut

Sio-Torchk uk - , yedisidangan

anan 1% rmoha kemudian
b oleh Sdifqi - A g S8 | kepadad anggota
Pasal 59

Majeyflmum PRE"SE oy De
Provisiona ,&: ]

menyataka

Keamanan PBB
ndapat di dalam
Dewan Keaman disampaikan oleh
Presiden Dewan Keamanan ada Committee on the Admission
of New Members. Komite itu kemudian akan memeriksa

permintaan yang diajukan dan melaporkan hasil pemeriksaan

tersebut kepada Dewan Keamanan. Jika perlu, komite dapat

3! Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi

dalam Era Dinamika Global, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hal. 428-429.
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meminta keterangan dari negara yang mengajukan permintaan
itu.
Sesuai Pasal 4(2) Piagam, anggota Dewan Keamanan lalu

mengadakan pemungutan suara terhadap draft resolusi singkat

yang menyatakan bahy B, memeriksa permintaan itu,

dan karena pada Majelis agar
negara #pe lagi vyang telah
Dewan

dissg ap

Persama—samd 1, secara

ampaikan elis. swam Keamanan

nya,

mengenai rsebut.?

jvari Dewan

kepada Majelis

Ma

mum suat

ulainya sidang
&gm diadakannya sidang

Keputusan terakhir mengenai

reguler Majew

khusus Majelis Umum P
penerimaan keanggotaan baru itu akan diambil oleh Majelis

dengan dua pertiga mayoritas suara (Pasal 18(2) Piagam).

%2 sumaryo Suryokusumo (b), op. Cit., hal. 44-47.
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Ketika keanggotaan sudah disetujui oleh organisasi,
maka hal terakhir vyang harus dilakukan adalah proses
ratifikasi Anggaran Dasar organisasi internasional dimana

negara tersebut 1ingin menjadi anggota. Hubungan suasana

nasional dan suasa Ral dalam kaitannya dengan

penerimaan asi internasional
sangat 2 ) uktm organisasi
inte tanya turut

me i 2 3] h'are ¢ an dengan

ditetapka nstrumen

jofe an juga
se
oi!..ll.’é

nega'%ng

kapasitas

itetapkan

an suatu

mempunyai

o

n
al pendukung hak

dan kewaj dapat mengambil

ng
Wu dapat dilakukan

dengan prinsip-prinsip hukum

tindakan apap
selama tidak Dbertentan
internasional maupun ketentuan dalam instrumen pokok dari
organisasi internasional, dimana negara itu menjadi

anggota, serta tidak mencampuri hak-hak negara lain.*’

33 Syahmin A.K. (a), op. Cit., hal. 37-38.
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BAB III

ER

$ egsukses di

| ¥
cj'li...p 0
duri g asi
S ian besar Negarafkagian
egdtu, Tai

b tidakidape ggtinakan

ar al S
B A8

' 5 \.l!rld Taiwan
ﬁ <¥p )

oleh orgams.sc i "Kansmee da tanggal 24
® N, 4
'

Pariah (n): member of low or no caste,; social outcast. Lihat
Oxford University, The Little Oxford Dictionary, 6™ ed., (Oxford:
Clarendon Press, 1986), hal. 388.

ONQHi

daripada

Amerika Serika Walaupun

tersebut

atanny

u gabung “de HEOrganisa besar di

dunla °BB dan ba

b/

oleh

va. Hal im@@8diakibatkan

34

3 Willem van Kemenade, China, Hong Kong, Taiwan, Inc. [China, Hong

Kong, Taiwan BV], translated by Diane Webb, (New York: Alfred A. Knopf,
Inc., 1997), hal. 103.

Permasalan hukum..., Aisy Ayurezeki, FH Ul, 2008



34

Oktober 1945, PBB hanya mempunyai 51 negara anggota utama>®
yang didalamnya termasuk lima negara yang duduk dalam Dewan
Keamanan sebagai anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Uni

Soviet, Republik Cina, Perancis, dan Inggris. Tahun 1949,

Partai Nasionalis Cj Partai Komunis Cina dalam

perang saug gun 1946. Komunis

lalu m@&nd gkan Nasionalis

akh i ngusung nama

resg RepuBs] 1k ina inter 7a adalah

ANY

dan keyak hwa@foihaknyald erwenang

se i e 0 g sebagai
duduk u  mé =ngalihan
ke an PBB yaRE gdBpX g Eegasi Tail nggal 25

1, e P menyat bahwa RRC

Okto.IIyI 97
‘.'f» ;i:‘L yat

Cina. Namun,

merupakan
sampal sa

kata sepakaw

sebagal bagian dari wila

belum mencapai
k& tan Taiwan, apakah

RRC atau sebagai negara yang

36 pustralia, Argentina, Belgia, Brazilia, Byelorusia, Chili,

Canada, Cina, Colombia, Costa Rica, Kuba, Cekoslovakia, Denmark,
Dominika, Equador, El Savador, Ethiopia, Mesir, Perancis, Guatemala,
Yunani, Haiti, Meksiko, Nicaragua, Norwegia, Belanda, Selandia Baru,
Panama, Paraguay, Peru, Polandia, Filipina, Saudi Arabia, Suriah,
Turki, Uni Afrika Selatan, Amerika Serikat, Uni Soviet, 1Inggris,
Ukraina, Uruguay, dan Venezuela. Lihat Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 40 tahun (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1958), hal. 41.
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berdaulat penuh. Secara lengkap proses pengalihan kekuasaan

dari Republik Cina ke RRC dijelaskan di bawah ini.

A. Sejarah Lahirnya Taiwan

Taiwan adalah yang saat 1ini menguasai

daerah kep adores (Penghu),
Quemoy 4N (1 g genail pulau

Taiwe ) apat dilacak

sa 230, Raja berkuasa

na tenggafe mengi . Y tentara

dan Dinasti
=rkua tigs =ngadakan
ke Taiw ab n ng @kgan itu, d Han yang

e Kepulauan

meru% etnis ytdma-g e _ulai hlj

Penghu dek& ,-H?r

Taiwan ka
Pada awal ab!%

menggunakan kesempatan

berkembang ke

ksi vyang maju.
Wa51 Taiwan dengan
ahnya kekuatan Dinasti Ming,
sehingga Taiwan menjadi tanah jajahan Belanda. Pada tahun

1660-an, pahlawan bangsa Cina, Zheng Chenggong, memimpin

37 Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of

Indonesia,<http://id.china-embassy.org/indo/rdht/masalahtaiwan/t233554.
htm, diakses 20 Februari 2008.
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tentara dan mengusir kolonialis Belanda sehingga Taiwan
kembali lagi ke dalam pangkuan Cina.
Tahun 1894, Jepang melancarkan perang agresi terhadap

Cina, Dinasti Qing yang berkuasa saat itu menyatakan kalah,

dan dua tahun ke ksa menandatangani Traktat

Shimonoseki traktat tersebut
ialah epang menurut

tungut [ S el ok dalah dalam

Cina agi _menya ! ang pulau

T arng telah di epang seldmassSi0EEt gihnin .

n 19 Pl sionalis

de rak Ka 3 d n. P8 a adalah

pibsionalis o el @Bk u k peme‘ koalisi

O 1k Nasionﬁmelancarkan
.:i.‘ dirikan kekuasaan

tahun, FKomunis

mono-part

dengan menda”4 an

n 1949, Komunis mendirikan RRC

g luas berhasil
mengalahkan Nasionalis.
dan Nasionalis yang Dberangsur-angsur kalah di daratan
akhirnya mundur ke pulau Taiwan. Di bawah dukungan Amerika
Serikat, Nasionalis mengadakan konfrontasi terhadap

pemerintah pusat RRC dengan tidak mengakui status RRC
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sebagai wakil sah seluruh Cina. Sejauh ini meskipun kerap
diadakan hubungan ekonomi dan kebudayaan, tapi situasi
bermusuhan belum berakhir. Sekarang, Republik Cina dikenal

luas sebagai “Taiwan”, sementara RRC dikenal sebagai

“Cina”.

Bangsa
anggota asli
kemudian

( . ] dite an dalam

| ted shall be
ates which participated 1f he United
ons Conf, nge@Rational O zation at
Fransis ; L 11Q previous igned the
ration iz BT BT Of 1°° U H1942, sign
t JQ e 118 R Ng, 1 1) &ordance with
artic ff 1‘-1

igin

Jadi ber dapat menjadi
anggota asli‘v
a) Negara yang ikut be rtisipasi dalam Konferensi PRBB

di San Fransisco, tanggal 25 April 1945
b) Telah menandatangani Deklarasi PBB pada tanggal 1

Januari 1942.

*® gSri Setianingsih Suwardi, op. Cit., hal. 48-50.
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c) Negara-negara yang termasuk dalam kategori a dan b,
telah menandatangani Piagam dan meratifikasinya
berdasarkan Pasal 110 Piagam.

Sedangkan ketentuan mengenai keanggotaan baru diatur dalam
4(2), dq
3] 10 i ©a

dan 1ingin

Pasal 4 (1), am, yang mana pada intinya

0 )t an dalam

pelaksanagkan kewajiba awea jiiban yang

adalah sebs

n PBB ykan oleh

Dewan Kea

ahoggota baru a

@putuskan
1%-‘ 5 ang hadir dan

a»mj uk kepada Republik

an pada tahun 1949. Sebelum itu

“Taiwan m
Cina setelah terjadi pemi
Republik Cina, yang berkedudukan di Cina daratan, merupakan
kesatuan negara vyang diakui dunia internasional untuk
mewakili kepentingan rakyat Cina seluruhnya. Republik Cina

adalah salah satu anggota asli PBB yang ikut berpartisipasi
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dalam United Nations Conference on International
Organization di San Fransisco pada tahun 1945. Empat tahun
kemudian terjadi penggulingan pemerintahan yang menyebabkan

dua hal penting, yaitu pendirian RRC di daratan Cina oleh

Partai Komunis Cina Cina di pulau Taiwan oleh

Partai Nasj itik 1ini akhirnya

dalam PBB.

>ha delegasi

a ntuk Swakild di PBB,
gerpenuhi sefigd ahfmendapat dukungdn®™sSe¥ecgpengakuan
gara a ath ' ¢ tahte 971. Agar

Repub b dapat dipahami,
bn suatu pellgl M ng prehens&d
Pra Kemenanganp 2 is Cln
:iﬁ\ wal, PBB secara
gga er 1945, ketika

o!Republlk Cina, Uni

ncis, dan Amerika Serikat.>®

Soviet, Inggris,
Negara-negara 1inilah vyang secara permanen menjadi

anggota Dewan Keamanan PBB.*’" Lima anggota tetap

3% pasal 110 (3) Piagam PBB.

‘0 pasal 23 (1) Piagam PBB.
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(permanent members) Dewan Keamanan dikenal sebagai
“The Big Five”, vyang mana tiap-tiap anggota tetap
tersebut mempunyai hak veto,®' vyang berarti semua

keputusan penting harus selalu mendapat persetujuan

dari Lima Beg 2berapa hal penting vyang

penge y i oleh persetujuan

d 3
e 2 ! 4(2));
gangkatan LT 1s Jendera 3B sal 97);

Penyelesaia fsihan antara
Inte 11 (Pasal

‘ F -2 tjg J8Mahkamah sional) ;
wr mengadako e o b T - negariw‘ melakukan

> ﬁm‘i\ Bmnaian, ancaman

e 1),

945 sampai tahun 1971, pihak

es
Jadi dari tahu
Republik Cina/Taiwan telah menjalankan tugasnya dengan
baik sebagai perwakilan rakyat Cina dalam suatu

organisasi terbesar di dunia, PBB.

‘' pasal 25 Piagam PBB.
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B.2. Pasca Kemenangan Partai Komunis Cina®?
Setelah kelahiran RRC pada tanggal 1 Oktober
1949, Pemerintah RRC pada tanggal 18 November 1949

mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan

meminta agar 2 pcabut segala hak delegasi

ina di PBR. Untuk

PBB

g ' Threat to

itical Indepand e angd ; Integrity
na vyang emu e n i1bicarakan mlte I.
oran 3 L ; a S yang
ertama®’
Jhormatl

riM1 kedua**

ak rakyat Cina

Taiwa

jui

erukan
dekaan dan

menvart

memilih secara
yy membina satu

dari pengawasan asing.

pemerintahan yang be

42 Sumaryo Suryokusumo (c), Organisasi Internasional, (Jakarta: UI-

Press, 1987), hal. 79-121.
‘3 Resolusi Majelis Umum PBB 291-2 (IV), tanggal 8 Desember 1949.

%4 General Assembly Official Record IV, Resolusi (A/1251),hal.13-14.
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Persoalan mengenai siapa yang menduduki secara
sah kursi perwakilan Cina di PBB mulai diungkapkan
pertama kalinya pada tahun 1950 oleh Uni Soviet di

Sidang Dewan Keamanan dalam bulan Januari 1950. Wakil

Uni Soviet meng idak mengakui surat-surat
keper v i} Taiwan dan
ni@ditolak dengan

ugoslavia,
Perancis,
abstain
ersebut,
(walk-

us 1950,

Presiden

Soviet

untuk menMM

“a rulin at the representative of the
Kuomintang group seated 1in the Security Council
does not represent China and can not therefore
take part in the meetings of the Security
Council”.

Pengaturan ini pun akhirnya ditolak. Lalu dalam sidang

Majelis Umum PBB ke- V tahun 1950, wakil negara Kuba
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mengusulkan agar Majelis Umum PBB membahas masalah
representasi suatu negara dengan penjelasan sebagai
berikut:*

1. Mata acara vyang diusulkan mengenai pembahasan di

Majelis Umum aja menunjuk pada masalah

surat ap formal, tetapi

j ; X ) cPp@&rti legalitas
PBB harus

leqUuEEsS Kan pemerl nan | mewakili

~gara itu da memuat
-ent i i idak ada

tat

‘n—badan

H_eredaa 1irat ke[iMaan dengan
masala lé; taan politik dan

45 Gceneral ' ‘ggal 4 Agustus 1950.

“¢ gsurat kepercaya c lah suatu dokumenresmi yang
ditandatangani oleh P ara atau Pemerintahan yang
iasinyamengenai pennunjukkan seorang warga negaranya yang dianggap
terpilih dan terkemuka sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
di suatu Negara dimana kedua negara itu telah sepakat untuk menjalin
hubungan diplomatik. Lihat Sumaryo Suryokusumo (d), Hukum Diplomatik

kepada

S
()

teori dan Kasus, cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 1995), hal.l67.
sedangkan menurut Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Pasal
2, “full powers” means a document emanating from the competent

authority of a state designating a person or persons to represent the
State for negotiating, adopting, or authenticating the text of a
treaty, for expressing the consent of the State to be bound by a
treaty, or for accomplishing any other act with respesct to a treaty.
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hukum yang tidak dapat disangkal lagi. Surat
kepercayaan hanya memberikan wewenang yang dilimpahkan
oleh pemerintah kepada wakilnya, sedangkan masalah

representasi di lain pihak merupakan hak suatu

pemerintah gla k atas nama negara.
Akiba nadap surat-surat
e k vyang harus

epercayaan

tid8

terhadap

entasi pe n surat

ercag

ersebd is Umum

ofs!
] - M G SBlskan mas a kepada

I“:)lusj_ yang

amandemen oleh

draft resolusi

keluarkannya draft

resolusi oleh Komi Politik Ad Hoc sendiri vyang
sedikit banyak telah menampung usul ketiga negara

tersebut. Setelah disampaikan kepada Majelis Umum PBB,

Permasalan hukum..., Aisy Ayurezeki, FH Ul, 2008



45

draft tersebut akhirnya disetujui pada Sidang ke-V
tanggal 14 Desember 1950.%
Dalam menanggapi draft resolusi Kuba tersebut,

wakil Taiwan mengajukan amandemen tertanggal 23

Oktober 1950 oknya memuat dua hal baru

yaitu; esentasi baru dari

ui dan harus

ketentuan

48

1 504 PBB __dan 1mso m a.] as  untuk
mengakui, putusan Ve mum PBB
gena ! tu d, anggota

~merlukan

'/

‘Ms Umum PBB

arkan

suara) .

47

g dinilai lebih
Resolusi
Teori atau dokt

4 Desember 1950.
salah satu doktrin mengenai
pengakuan pemerintah yang alam sejarah diplomatic. Doktrin

Stimson adalah doktrin yang menolak diakuinya suatu keadaan yang lahir
sebgai akibat penggunaan kekerasan atau pelanggaran terhadap
perjanjian-perjanjian vyang ada. Nama doktrin ini Dberasal dari nama
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Stimson, yang mengirim nota
ke Jepang dan Cina pada tanggal 7 Januari 1932 yang menolak pembentukan
negara Machukuo oleh Jepang, propinsi Cina vyang diduduki negara
tersebut. Pelaksanaan doktrin ini mengalami kemacetan karena tidak
diakuinya suatu keadaan tidak pernah menjadikan keadaan tersebut
kembali seperti semula dan keadaan yang tidak diakui tersebut pada
akhirnya juga diakui negara-negara beberapa waktu kemudian. Lihat Boer
Mauna, op. Cit., hal. 75-76.

48 t!
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banyak mencerminkan sikapnya yang legalistis, dimana
pengakuan pemerintahnya terhadap RRC didasarkan atas
prinsip-prinsip mengenai adanya pengawsan efektif

terhadap seluruh wilayah nasionalnya, dan dukungan

mayoritas pendug ah itu yang semuanya tampak

akan & : . emua kondisi ini

pemerintah

gota yang

a, Maje L ‘nyetujul
ang akan

3 erha i rakyat

oISl g B8l be lum ad Jsan dari

WH Pemerintah

dengan hak-hak
-W a. Tahun 1951,

y!atu resolusi®’ vyang

e khusus 1tu ternyata belum

menyatakan bahwa Kk
berhasil memberikan rekomendasi tentang masalah

tersebut. Di samping itu, Majelis Jjuga meminta kepada

Komite Umum agar menunda pembahasan mengenai setiap

49

Resolusi Majelis Umum PBB 501 (VI) tanggal 5 November 1951.
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usul untuk mengeluarkan Wakil Pemerintah Taiwan dari
Majelis untuk mendudukkan Wakil Pemerintah RRC untuk
mewakili Cina di Majelis Umum PBB selama masa

persidangan.

Dalam tahu tnya (1952-1960) Majelis

Umum 3 ang sama, yaitu
Cina di

mengubah

akikatnya 1 masalah
asalah prosede mungutan
Menjelang

sebelas

Kamboja,

vdan Syria

:i\ paru dalam agenda

he Lawful Right

Wa in the United

Nations”. Dalam me ndum penjelasannya, disebutkan
antara lain:
1. pemulihan hak-hak sah RRC di PBB dan Dbadan

subsidernya adalah mutlak, karena representasi Cina di

PBB “tidak sah lagi”, dan tidak dimasukkannya
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Pemerintah Peking (Beijing) itu merupakan hal vyang

bertentangan dengan asas universalitas vyang dianut

oleh PRB;
2. penolakan pemulihan hak-hak sah tersebut pada
hakikatnya a1 dengan syarat-syarat

peneri guat dalam Piagam

bokitik vyang

enyampaikdfk oefige ku

dibuktikan Olel ah negara

diplomatIk®

T n meningKatmsa 3
e

sea t ohial vyang

gha RR

1 ) e ] :
‘ Alasan % H Cag @l dalam r‘nendukung

RR O L DEEE 5 ain a%ﬁbahwa RRC
ﬁr Ve 1‘- adi anggota baru

nya

bukan

PBB, merintah dimana

sa
rakyatnya!#

anggota PBB, vyaitu

yang sudah menjadi
ina. Pada wakttu Piagam PBB
menetapkan bahwa Cina akan memikul tanggung Jjawab
khusus sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, ketentuan
tersebut menunjuk pada negara bukan pemerintah. Tidak

sebagaiman negara-negara lainnya, maka PBB tidak
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mempunyai hak Dberdaulat untuk mengakui pemerintah
melainkan hanya menjamin bahwa wakil-wakil negara
adalah benar-benar diakreditasikan pada badan terebut.

Sebaliknya, mereka yang menentang setiap

perubahan repre memberikan alasan bahwa
usaha | { h semacam  itu  pada
i 1668 (XV)
agelis Umum
mengubah

g dalam

u, Cina

ang an baik,

oleh ka & A ﬁa

gguhka BET a P DO T I'”I‘juga telah
g ; _ ;E:!h ‘IIF

upa tah pengasingan
ymdiberikan kepadanya.

ah representasi Cina di Majelis

nyarl

dapat di kan atau

pulau Taiwan, dan

sehingga

Usaha untuk men
Umum PBB terus dilakukan sampai tahun 1970 walaupun
tidak memperoleh keberhasilan. Hal ini disebabkan oleh
Majelis Umum selalu menekankan di dalam pembicaraan

bahwa representasi merupakan masalah vyang penting
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dalam rangka Pasal 18(2) piagam. Namun dengan
meningkatnya pengakuan diplomatik negara-negara
anggota PBB terhadap RRC, prospek di Majelis Umum

mengenail masalah representasi mulai berubah, apalagi

anggota PBB pula. Setelah menempuh

hal-hg eperti pengusulan

bagal masalah
dilakukan

u shl

egn Majelis omun

yang ke-

negara tera sepakat untuk
e Lawful

e United

1”%31]’ elis Umum

dari tanggal 18

pengajuan
tujuh dra!#

1. Draft resolusi oleh 23 negara
yakni Albania, Aljazair, Burma, Ceylon (sekarang sri
Lanka), Kuba, Equatorial Guinea, Irak, Mali,

Mauritania, Nepal, Pakistan, Republik Demokrat Rakyat

Yemen, Republik Rakyat Kongo, Rumania, Sierra Leone,

Permasalan hukum..., Aisy Ayurezeki, FH Ul, 2008



51

Somalia, Republik Arab, Syria, Sudan, Republik
persatuan Tanzania, Yemen, Yugoslavia, dan Zambia. Isi
pokoknya adalah untuk meulihkan semua hak RRC dan

mengakui wakil dari Pemerintahnya sebagai satu-satunya

wakil Cina vapsg dan segera mengeluarkan

wakil i ki ng diduduki secara
. oF berhubungan
ft

esol cgara a O ia, Costa

ga Republik §Bomi 1 Savadory Gambia,

temag j Jepa Le ,diLiberia,

icare "1ilipina,

Serikat ,‘Uruguay .

*Hetiap usul

ius,

iland,

mengakibatkan

a di PBB adalah

y@ Pasal 18 Piagam.

ara yang sama, diajukan draft

masalah p
3. Masih dari 22
resolusi lain yang pada pokoknya mengakui representasi
RRC dan sebagai salah satu negara anggota tetap Dewan
Keamanan, di samping tetap mengakui representasi

Republik Cina.
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4. Draft resolusi dari Saudi Arabia, vyang isinya
mengandung  kemungkinan untuk mengadakan plebisit
terhadap rakyat di Taiwan untuk merdeka sendiri,

membentuk federasi atau konfederasi dengan RRC, yang

pelaksanaannya agan PBB.
diajukan oleh

lain sebagai

a perta yvangk ke arah

pengakuan ntasi RRC sebagai

1a

B Hdudukan Fd (Taiwan)
1\‘ Enggota PBB,

3 anggota tetap

cbaga

WS

E.-'.. '
d‘

L.k pembahasan masalah

representasi RRC dalam sidang Majelis Umum yang

° Draft

akan datang sambil mencari penyelesaian masalah
representasi tersebut di PRBB.
Majelis Umum PBB akhirnya menyetujui draft

resolusi yang diajukan oleh 23 negara, dengan hasil
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pemungutan suara 76 negara setuju, 35 negara menolak,
dan 17 negara lainnya bersikap abstain. Keberhasilan
ini dituangkan dalam Resolusi 2758 (XXVI) tanggal 25

Oktober 1971, dan sebagai tindak lanjutnya, Sekjen PBB

memberitahukan itu kepada Menteri Luar

Negeri ntah RRC menunjuk

W3 - 3 esual dengan

| 3 e ; Provisional

50

Procedu i g Se , wakil

ferseblt dimi menyampa at-surat

erca 24 Jam
am Sid
usi Maje disetujui

PBB tangga sebut juga

sebagai KeB -45!; arenakan resolusi

tersebut 1 ah RRC merupakan

Mk mewakili rakyat

akan Satu Cina di satu sisi

satu-satunya

Cina di dalam PBB.

0 Rule 13: “Each member of Security Council shall be represented at
the meeting of the Security Council by an accredited representative.
The credentials of a representative on the Security Council shall be
communicated to the Secretary General not less than twenty four hours
before he takes his seat on the Security Council. The credentials
should be issued either by the Head of the State or of the Government
concerned or by 1its Minister of Foreign Affairs of each member of the
Security Council shall be entitled to sit on the Security Council
without submitting credentials”.
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menguntungkan bagi RRC dan merugikan Taiwan di lain pihak.
RRC memperoleh hak penuh untuk mewakili rakyat Cina di
dunia internasional yang diakui oleh hampir seluruh negara,

sedangkan pemerintahan di Taiwan harus menerima kenyataan

bahwa kebanyakan neg

diplomatik image buruk yang
diseba ipBomosikan oleh

RRC 4dd . yang juga

b A ngdelka-negara J/a untuk
secayrbersam— SNCED tujuan‘w‘ng dapat
menguntun ,-l;;o ‘ :i‘ls\ '

mempunyai
kedutaan dalaH4

negara. Empat puluh delap

mengambil arah kebijakan

ah Taiwa mengu dukannya
engan 24

ikatsa atik dan

hubung

tu, Taiwan Jjuga
jalankan fungsi

Wkota besar di 59

negara lain yang tidak memiliki

5! Malawi, Kiribati, Marshall 1Islands, Nauru, Palau, Solomon

Islands, Tuvalu, Holy See (Vatikan), Burkina Faso, Gambia, Sao Tome &
Principe, Swaziland, Belize, Republik Dominika, El1 Savador, Guatemala,
Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, St. Christopher & Nevis,
St. Lucia, St.Vincent & Grenadines. Government Information Office
Republic Of China (Taiwan), “Bilateral Ties,”http://www.gio.gov.tw/ct.
asp?xItem=35621&ctNode=2588, 7 Januari 2008.
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hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, telah mendirikan
58 perwakilan atau kantor penerbitan visa di Taiwan. Secara
keseluruhan, Taiwan telah menandatangani berbagai

perjanjian dan pakta dengan negara-negara lainnya dalam

isu-isu yang bervarj

Dimulai =ncari cara untuk
menjadi nandai 12 tahun

berfg badan dunia
ana_tangga ptember 2004 ) pertemuan

1te Umu “The ""OUSSE of the

) in the

e dalam

tahun tepatnya

tangy?B Judsges ] ; PBB masi”ga menolak
aplikasi ke ‘!;F : : Resolusi 2758.°%3

%2 Government Information Office Republic of China (Taiwan),”Welcome

Taiwan into the United Nations,”<http://www.taiwanunme.tw/ct.asp?xItem
=1&CtNode=1>, 31 Juli 2007.

53 Government Information Office Republic of China (Taiwan),

“President Chen Shui-bian's Letters to UN Secretary-General Ban Ki-moon
on July 31,” <http://www.taiwanunme.tw/ct.asp?xItem=258&CtNode=2&Prev=
313&next=326>, 2 Agustus 2007.
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BAB IV

‘U*

kegiatan

semakin

at Salah utama kegiatan

ernasion yang men? : bidang

pare gan. Lembg i 51 ¢ utama

perfungsi

unt menglmple\ memanta .erangkaian
perja -#‘ f tervonal adalah
adalah filC "r ) 3 1" . msttem perdagangan

internasionalyang i1 O Al k. ang sekarang dikelola

oleh WTO mempunyai 3 N”qu g up panjang.

Pada akhir Perang Dunia II, negara sekutu pemenang
perang berkeinginan mendirikan suatu lembaga internasional
di bidang perdagangan. Perundingan yang diselenggarakan di
Havana, Kuba, 1948, mengupayakan untuk didirikannya

organisasi internasional vyang mempunyal wewenang dan
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struktur serupa dengan International Monetary Fund (IMF)
dan Bank Dunia, vyakni International Trade Organization
(ITO). Nasib ITO tidak seperti IMF dan Bank Dunia. ITO

tidak jadi dibentuk terutama karena pihak Kongres Amerika

Serikat tidak dapa Tanpa partisipasi

dan terkuat di

Amerika Segz ;

bidang k ak akan ada
ma knia v ang dapat
dis 1 nterpasi 3 suatu

kan penUurtmne imngkat bea

beberapa

¥nsip ang sepakati.

Pebn terseb A angani ZJaM pada
cans N

Oktobe SHGZ C dengan Gi Agreement
on Tariffs % ‘-’:I; ‘M‘i\

ainan di bidang

ymerapkan tata cara

GATT

perdagangan W

°* Negara-negara penandatangan GATT adalah Australia, Belgia,

Brazil, Burma, Ceylon, Cina, Kuba, Cekoslovakia, Perancis, India,
Lebanon, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Pakistan,
Rhodesia Selatan, Suriah, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.
Lihat Hata, op. Cit., hal. 63.
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perdagangan antara negara-negara anggota yang disepakati
bersama.’’
Langkah untuk mengadakan pembebasan hambatan dalam

perdagangan dilakukan secara berkala melalui serangkaian

putaran perundinga di bidang perdagangan.56

Putaran Ur anggal 15 April

1994, formasi GATT

sebaga erundingan

ten k suatu

gdalah

daru seba ' ] ) TO. GATT,

dan telah

a aturan

Jan 1intern Ji “GATT

1947‘

rversi te L O3 T U
Pasal ,‘:

fungsi WTO

°° H.S. Kartadjoem
Penyelesaian Sengketa: SisSte
Kepentingan Negara Berkembang,

njian GATT/WTO dan Mekanisme
embagaan, Prosedur Implementasi, dan
(Jakarta: UI Press, 2000), hal. 17.

o6 Delapan putaran yang dimaksud adalah GATT Conference (1947),

Perundingan Annecy (1949), Perundingan Torquay (1950-1951), Perundingan
Jenewa (1955-1956), Putaran Dillon (1960-1961), Putaran Kennedy (1964-
1967), Putaran Tokyo (1973-1979), dan Putaran Uruguay (1986-1994).
Lihat Hata, op. Cit., hal. 2.

°" Direktorat perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan  HKI,
Sekilas WTO (World Trade Organization), ed. 4, (Jakarta: Departemen
Luar Negeri, 2006), hal. 3.
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1.

59

1. The WTO shall facilitate the implementation,
administration and operation, and further the
objectives, of this Agreement and of the Multilateral
Trade Agreement, and shall provide the framework for
the implementation, administration and operation of
the Plurilateral Trade Agreements.

2. The WTO shall provide the forum for negotiations
among 1its Members erning their multilateral trade
relations 1in ith under the agreements
in the AanE 4 S 7 The WTO may also
provid ¢ iations among 1its
Membe ) - ade relations,
the results
ided by the

- anding on
overning . ement of
refelre “"Dispute
g”40r “DSU”) to this

ade Review

erred B = 4 “TRPM”)
greene

ng greater chelrence 1in

ing, the @) shall

with the nternational

Internatilrona Bank for

‘i\. s affilliated

ImplemenM Mgsi pertama adalah

untuk memfasilitasi plementasi, administrasi dan
pelaksanaan dari WTO Agreement serta perjanjian-

perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya;

°¢ 1bid., hal. 1-2.
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2. Forum untuk perundingan perdagangan. Fungsi  kedua
adalah untuk  memberikan suatu forum tetap guna
melakukan perundingan di antara anggota. Perundingan

ini tidak saja menyangkut masalah atau isu-isu vyang

telah tercakup Acgreement saja namun Jjuga

berbagai S 5 tercakup dalam

3. & eNg gS ] lah sebagai
asil sisten Fesaiapn seng

4., 1 kebijakalm p€rdagangan. Fungs j'z adalah

S T¥Fa s Meka Tinjauan

ebi] o [rade Review

ity ) o A il

5. IM?ama dengs Y Ega alnnya Ml terakhir

isasi- organlsa31

non-pemerintah.

y dari PBB, seperti

About the United Nations;

dituliskan dalam Basic Fa

The United Nations family of organizations (the
“United Nations system”) consists of the United
Nations Secretariat, the United Nations funds and
programmes (such as UNICEF and UNDP), the specialized
agencies (such as UNESCO and WHO) and related
organizations. The funds and programmes are subsidiary
bodies of the General Assembly. The specialized
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agencies are linked to the wunited Nations through
special agreements and report to the FEconomic and
Social Council and/or the General Assembly. The
related organizations-including IAEA and World Trade
Organization-address specialized areas and have their
own legislative bodies and budgets.®’

The World Trade 0rg zation was established in 1995,
replacing the 8 ement on Tariffs and Trade
(GATT) & ! > ¥ dmbody dealing with the
globa ' é ons. It 1s not a

spe 1 iye arrangements
6
an

O kdituangkan
th Other
Tidak
hususnya

O diatur

suatu urut ar nt ini,

hubquBB—GATT

-

i”a‘mduan bagi

hubungan PB
PBB-WTO adalah

a
exchange ofw m!, resolutions of the

United Nations, recipro representation, co-ordination,

co-operation between secretariats, statistical services,

°® United Nations, op. Cit., hal. 20.

0 Thid., hal. 63.

®l pasal 63 (1) Piagam PBB.
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personnel, arrangements, administrative co-operation,
affiliation of GATT to the United Nations Pension Fund,
Regional commissions and other United Nations organs,

International Trade Centre UNCTAD-GATT, commercial policy

courses, and relati he International Monetary

2 ketentuan dalam
i adalah;
red to the

a m or the

; en into

iambilnya

sebaw i i i uat kepada

Majelis Um ouncil (ECOSQOC) .

Fund. Seca

pengat g

ﬁ C O,

qik{ €
T Coun

RO, B reg
action taken : a

ik
1
| 1

Pada i ' ap em kan vyang tidak
sejalan denw MH oleh PBB, jika
dalam pertimbangannya si i tidak sejalan tersebut tidak
akan mengganggu keharmonisan ekonomi internasional, Dbahkan

dapat memberi atau menambah keuntungan tersendiri.

®2 World Trade Organization, Arrangement for Effective Cooperation

with Other Intergovernmental Organizations, WT/GC/W/10, 15 November
1995, hal. 5.
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Hal ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil
WTO pada tahun-tahun ke depannya, secara khusus dalam kasus
Taiwan dimana Taiwan vyang memiliki permasalahan dengan

status kenegaraannya ternyata dapat diterima menjadi

anggota WTO walau RSB geluarkan Resolusi Majelis

Umum PBB Ng jak diakui sebagai

perwaki

A. j Reanggotaa ! rade Orga

ahan kead am WTO d

ate « o) rritod
Futonomy 1in / a 1ts externa mmercial
tions ang lf atters d for 1in

Agreemel lateral w Agreements
ccede tg 3 qement on te 0 be agreed
b{en - ﬁf-j’ﬂﬁo 2 ""xi apply to
this :Jm sz .'?:- Trade Agreements
an X

Vo Nachmen,

Ketentuan di i \@ 3 "u:

1. aksesi dapat ."‘!P" N, ra (states) dan Wilayah

sing full

2

yang memiliki hak sepenuhnya dalam menetapkan

kebijakan perdagangannya (separate customs territory);
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2. aksesi dilakukan berdasarkan klausul-klausul vyang
telah disetujui (on terms to be agreed) antara pihak
yang melakukan aksesi dengan WTO.

Berbeda dengan keanggotaan dalam PBB yang menyatakan hanya

terbuka bagi Nega inta damai (peace loving

States), a dari WTO adalah

), SYy la g 31!
Negara 3 | 3 3 i epenuhnya dalam
meneg k3 Jga 3 jutnya akan
dis ah Khusus

ni dimu arena dIanutnyo prinsip

keé aan Ofganisasi

in al te Ng prin rrsalitas
diuanggotan g e e 8@k an sisted:intahan,
ekono G : WTO

d

menganut syarat-syarat

r , tujuan, sistem
ymn sebagainya. Dalam

WTO ditentukan oleh tujuannya

tertentu ny
pemerintahanw
hal ini, sistem keanggot
dalam bidang perdagangan internasional.

Tujuan utama WTO adalah untuk membantu para produsen

barang dan Jjasa, eksportir dan importir dalam kegiatan
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perdagangan. °?

Beberapa tujuan penting WTO lainnya adalah
mendorong arus perdagangan antarnegara dengan mengurangi

dan menghapus berbagai hambatan vyang dapat mengganggu

kelancaran arus perdagangan barang dan jasa, memfasilitasi

perundingan dengan forum negosiasi vyang lebih
permanen, =ngingat hubungan
dagang #s4 i K kepentingan.
Unt O haruslah
memiliki
Of menganut
o3 ngag - eknya WTO

lebif daripada

81 internaSiioad v genganut prin

\o

anggotaan

B. Tata nization

Pasal XI kan bahwa aksesi ke

dalam WTO akan dilakuka rdasarkan klausul-klausul yang
disetujui bersama antara calon anggota dengan WTO. Negara

atau Wilayah Khusus manapun dapat bergabung dengan WTO,

akan tetapi anggota WTO harus memberi persetujuannya pada

63

Cit.

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI, op.
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klausul-klausul yang telah ditetapkan. Secara umum, proses
pemohonan keanggotaan melewati empat tahap, yaitu:64
1. Permintaan Resmi untuk Menjadi Anggota

Suatu pemerintah yang ingin menjadi anggota WTO harus

menjelaskan selurul dagangan dan kebijakan-
kebijakan ungan dengan WTO

Agreeme TOW dalam bentuk
memaira { - ' rja (Working

ah a1 m untuk

oerihal pen ngkutan.

anggota

siasi de

ta WTO d

Hfa Kelompok* ™k ] 2 ; membuatyiu kemajuan
yang cukup "-’:&: :i"'o‘ laporan mengenai

kebijakan, i ra ar dapat dimulai

antara calonw S —Mng negara. Pertemuan

dilakukan secara Dbilate karena

setiap negara memiliki
kepentingan perdagangan yang berbeda. Pembicaraan tersebut
meliputi tingkat tarif dan komitmen tertentu tentang akses

pasar, dan kebijakan lainnya mengenai barang dan jasa.

®  Dokumen WTO World Trade WI/ACC/1 (95-0651).
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Komitmen calon anggota berlaku bagi seluruh anggota WTO
dengan memperhatikan peraturan non-diskriminasi, walaupun
komitmen tersebut dibicarakan hanya secara bilateral.

Dengan perkataan lain, dalam pembicaraan mengenai

keuntungan, anggotga

G
N Q )
e i e 3 meriksaannya
mohonan Jadi _ang negara,

ook Kerja gmemfiinal i

mengharapkannya ketika
anggota ba

3. Dny

2s1 hasi ambahasan dalam

oL Ccol of

dules of

ts”) .
4Hrusan. E
Lapora ,-E; hireeeg i por otokol aksesi dan

daftar ko an
el

anggota WTO memberi pe

oleh Dewan Umum
km. Jika dua pertiga

ujuannya, maka pemohon dapat

WTO kepada

segera menandatangai protokol dan bergabung dengan
organisasi. Dalam banyak kasus, parlemen negara pemohon
harus meratifikasi protokol tersebut agar proses

keangggotaan memenuhi syarat. Biasanya diberikan waktu tiga
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bulan dari penandatangan Protokol wuntuk melakukan hal
tersebut. Tiga puluh hari setelah pemerintah pemohon
memberitahukan Sekretariat WTO tentang penyelesaian

prosedur ratifikasi, pemerintah pemohon resmi menjadi

anggota penuh dalam

Terlep (] ng dinegosiasikan

antara Kerja, dalam
pembii : a IQ dengan tiap
dapat C suatu ko 1SusS  yang

ggota. PeTrature usus ini

paling

adalah

T K ewa 1ban¥wahan
TR

lnya, permintaan

yang

n Trade-Related
Aspects of In
bukan dalam jangka waktu ng berlaku bagi negara anggota

yang meminta ketentuan WTO-plus itu. Ketentuan WTO-minus

65

Steve Charnovitz, “Taiwan’s WTO Membership and Its International
Implications,” AJWH 1 (2006): 405, mengutip dari Julia Ya Qin, “/WTO-
Plus” Obligations and Their implications for the World Trade

Organization Legal System. An Appraisal of +the China Accession
Protocol,” Journal of World Trade 37 (2003): 483.
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pada dasarnya mengurangi kewajiban Negara anggota dengan
menghormati perlakuan vyang harus mereka terapkan kepada
calon anggota. Misalnya, sebuah diskriminasi tindakan

pengamanan terhadap calon anggota. Bahkan dalam era GATT

sudah terdapat ketep ang disebut GATT-plus dan

GATT-minus. 7 Polandia setuju
untuk crkala sampai

tuj [ Ts alkis dapat

WTO-mJ sebuah
ggota, etentuan
67
an O isil dari
sebgosiasi e 1O A g3Wgan perjan ang sama-

d

samawuntunk L calon aﬁ” terhadap
ketentuan W ’:;fr [ ;El\ sbagian harga yang

dib

harus Calon anggota

ng A
WWTO sehingga tidak

Jian aksesi dipaksakan terhadap

tetap bebas un
dapat dikatakan bahwa pe

mereka.

66 Thid.

®7 Ibid., hal. 406.
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Negosiasi aksesi secara formal berlangsung antara WTO
dengan pemerintah pendaftar keanggotaan. WTO Agreement
menyatakan bahwa aksesi dilakukan berdasar klausul-klausul

yang disetujui antara calon anggota dengan WTO. Menyangkut

siapa vyang Dbertang menulis ketentuan vyang

terkandung pat dua pandangan
mengeng € : atk walaupun WTO

Agreag rgses aksesi

arud a2 pertiga
b 2 1 dalam
h

ok Kerja

n C secara

a
b1 anggodk dapat
sampai

e gy rsetujuaq ri seluruh
anggota WTE ‘,s'??- Av :‘;\-‘ an aksesi adalah

sebuah ko

ir

a dari negosiasi

n!rminat dengan calon

tif tersebut, dapat dikatakan

individual an

anggota. Jadi dari per

bahwa klausul dalam aksesi adalah tanggung Jjawab dari

masing-masing anggota WTO.

6 pasal XII (2) WTO Agreement.
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Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa WTO sendiri

adalah subjek vyang bertanggung jawab atas ketentuan di
dalam perjanjian aksesi. Sebagai hasilnya, WITO dalam

kapasitasnya sebagai organisasi dapat dipuji atau

disalahkan atas keg olus dan WTO-minus dalam
perjanjian
astikan sebagai

kesep . , - géta setuju

sedangkan

caru (atau

Ja i g dengan
lam aksesi

anel WTO L g A 2 nyelesaia keta WTO

te@ keputusan

ya adalah sebuah

ng bergabung dalam

dari negosiasi, keanggotaan

Konferensi

proses negosiasie
sistem WTO merupakan h
berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mereka
menikmati keistimewaan vyang diberikan negara anggota

lainnya serta keamanan vyang dijamin oleh peraturan

perdagangan. Sebagai timbal balik atas perlakuan istimewa
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yang diberikan negara lain dan keamanan perdagangan yang
mereka nikmati, maka negara Dbaru Jjuga diwajibkan untuk
membuka pasarnya dan mematuhi ketentuan-ketentuan

perdagangan yang sudah ditetapkan.

Organization

ali memiliki
tah mereka

ncy iwan dan

nya

kewaspat ensinya,
tisipasi

Ta ¥ am 3

hubyang lebifilesa *.
Sete% tahun proses

masuk men’ja

embangun

negara-ne emokrasi.

Taiwan ﬁm‘oleh tiket
‘i\* eri 2002.

Ceri S1 an tem perdagangan
dunia dimulai m k@k Cina adalah salah
satu negara penandatanga ATT, namun secepatnya setelah

Partai Komunis Cina mendirikan RRC, Pemerintah Republik
Cina yang kalah dengan dipimpin Partai Nasionalis
memindahkan kekuasaannya ke Taiwan di tahun 1949. Pada

tanggal 6 Maret 1950, pemerintah Taiwan melaporkan kepada
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Sekretaris Jenderal PBB atas penarikan keanggotaannya dalam
GATT.®® Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi
keputusan Taiwan ini adalah; pertama, kebanyakan komoditas

yang mendapat pengurangan tarif’® (tariff) dari GATT berada

di Cina Daratan dan yang berasal dari Taiwan,

oleh sebab taan tidak akan
mengun kedua adalah

Taiwe i ol ATT tidak

Taiwan. ?

yang diing

me perdadganga aldwen sangatla = i tahun

cangyota ipu wan masih

patka melaluil

ANg

n perdagg cngan neg

\o

@ari Dokumen GATT

ara yang

|'

% Menurut i Vak yvang dipungut atas
barang vyang di . h erdagangan, dapat pula
diartikan sebagai paj k as barang yang diangkut dari
sebuah wilayah kekuasaan pol 32 ke wilayah lain, khususnya pajak
atas barang yang diimpor dari wilayah kekuasaan politik satu ke wilayah
lain atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut. Lihat
Hata, op. cit., hal. 90.

"t pasha L. Hsieh, loc. Cit., mengutip dari Yang Guochua dan Cheng
Fin, “The Process of China's Accession to the WTO,” Journal of
International Economic Law 14 (2001): 298 dan Lori Fisler Damrosch,”
GATT Membership in a Changing World Order: Taiwan, China, and the
Former Soviet Republics,” Columbia Business Law Review (1992): 19, 21.

2 Tpid., mengutip dari Ibid.
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terlibat.”®

Keempat, Taiwan tidak dapat memenuhi kewajiban
dalam GATT yang menyangkut Cina Daratan dan akan menjadi

merugikan Taiwan untuk bertanggung jawab atas suatu wilayah

yang tidak dikuasainya. Hanya Cekoslovakia yang menantang

keabsahan penarika ik Cina pada tahun 1950
dengan meng

ntuk status

ang mengubah

Status
n masih
971, PBB

uska
. . ré ; ights t People’s
epablic of ® i E gnize th esentative
its nuhﬁ:} , the o legitimate
-,.-ﬁ-'"Z- na . eduions, and to
expel *fm H‘L b Chiang Kai-shek
f AN ket g S s ia veRoccupy at the

Unitéde ST a & N ations related to

® Ibid., mengutip dari Ma Ying-jeou, “The ROC (Taiwan)'s Entry into
the WTO: Progress, Problems and Prospects,” Chinese YB of International
Law and Affair 15 (1996-1997): 36.

" Ibid., mengutip dari Li Chung-chou, ”“Resumption of China's GATT
Membership,” Journal of World Trade 21 (1987): 25-26.

> Ibid., hal. 1198, mengutip dari Ibid.

"6 General Assembly Official Record, 26th Sess., U.N. Doc. A/8429
(1971) .
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Pada tahun yang sama, GATT menyatakan bahwa akan “mengikuti
keputusan PBB dalam permasalahan politik”.”’ Sebagai
hasilnya, status pengamat Taiwan dicabut.

RRC tidak melakukan kontak dengan GATT sampai tahun

1982 ketika delegas gabung dengan Multi-Fibre

Agreement wudian delegasinya
menghad atangan GATT

sebaiga r ] eg ' menyatakan

ba > an RRC pa n 1949

t 108 5h  status

hu ernasiond enarikan

9agal subjek

e ok g kalah

suatu SE NG 4G itu, RRC

s mengg 3 K G ¢ ption a 4 yang

meny'la“I bahwa J gl ¥am GATT adyegara asli
et ar e
77 = iy . 1‘ . . .
GAT b ; pjadi jelas bahwa

ratifika 2 i waktu vyang tidak

terbatas, eqe ata 2 G 2 stTuksikan Sekretaris
\‘@ 1 al Trade Organization
. ; e Jenderal PBB pada tahun

a G

Eksekutif Inte fe)

(ICITO) wuntuk be

1952 mengenai pengatu 0] an negara penandatangan GATT.
Dalam pembicaraan ini ditén ubungan antara Negara Penandatangan
GATT dengan PBB dimana GATT dianggap sebagai suatu specialized agency
secara de facto karena GATT tidak pernah mengadakan specialized agency
agreement dengan PBB, juga tidak memiliki hubungan formal lain dengan
PBB. Sekiranya hal inilah yang menjadi alasan diikutinya kebijakan yang
dibuat PBB oleh GATT saat itu. Lihat Hata, op. cit., hal.85.

® pasha L. Hsieh, loc. Cit., mengutip dari Yang Guo-hua dan Cheng
Fin, loc. cit., hal. 301.

" Ibid., mengutip dari Julia Ya Qin, “China and GATT-Accession
Instead of Resumption,” Journal of World Trade 27 (April 1993): 81.
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penandatangan (original contracting  party), bukannya

anggota baru.®’

Pendekatan yang diinginkan RRC menimbulkan
problematik karena skedul tarif yang baru secara mendasar

berbeda dari yang ditetapkan pada tahun 1948 ketika “Cina”

menjadi salah sat egara—-negara penandatangan

tidak pern; angan tarif baru
akan dite 3 ‘ yvang tidak
memidl i _ ‘ 0 tahun.
Jenderal
kembali

patla tahun

d an 1an GATT

i A dflGcn nama “Je Custom

Terrmr of Tai , [ nmen, aﬂ”%atsu” pada
tanggal 1 !l?: : - Ti'l-‘-“ rumitnya status

internasi 3
memiliki dua q‘

tersebut dapat menghin

ng panjang ini
w penggunaan nama

isu politik vyang melibatkan

80 7bid., mengutip dari Ibid. serta Yang Guo-hua dan Cheng Fin, loc.

cit.

8 Tpid., hal.l1199, mengutip dari Yang Guo-hua dan Cheng Fin, loc.
Cit., hal. 302.

82 Tpid., mengutip dari Chiu Hungdah, “Taiwan's Membership in the
General Agreement on Tariffs and Trade,” Chinese YB International Law
and Affair 10 (1990-1991): 201.
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kedaulatan, yang biasa disebut permasalahan “satu Cina”.
Lagipula tidak mungkin GATT mau menerima Taiwan dengan nama
resminya, “Republik Cina”. Kedua, dengan mendaftar sebagai

“Separate Custom Territory”, menunjukkan Dbahwa Taiwan

adalah pemerintahan kependudukan efektif atas

3

o~

i bUkaumny bergantund

Taiwan da ghu, Kinmen, dan

gan eksternal

Matsu. e D

yang indak atas

ken end ] rsetujuan

R

NS dengan
ke tang o B ian GATT.
Hobong, pe e ki 1 - GATT, kepada

DireMrJendera g TN ke ] de*ﬁmengajukan
argumen bak ,i?- :ih\ erupakan sesuatu

idak seharusnya
OF 1989, Jjuru bicara

menyatakan bahwa setelah

yang sang U
dipertimbangka_.

Kementerian Luar Neger RC

terjadi “restorasi” keanggotaan Cina dalam GATT, terdapat

8  1bid., hal. 1200, mengutip dari Ibid. dan Susanna Chan, “Taiwan's
Application to the GATT: A New Urgency with the Conclusion of the
Uruguay Round,” Ind. Journal of Global Legal Study 2 (1993): 275, 284.
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8 pari

kesempatan bagi Taiwan untuk bergabung dengan GATT.
sudut pandang RRC, Taiwan adalah sebuah propinsi dari Cina

atau sebuah Dbakal-calon “Special Administrative Region”

seperti Hong Kong dan Makau dan oleh sebab itu pendaftaran

Taiwan sebagai Sepa flerritory dianggap tidak sah

(invalid de dari Pemerintahan

RRC” yaiflo T athiir jika mereka
men e 3 1) : ¥ epada badan
per r @eEDabkan C an asing

Cig dan kemud®s omosikan

arnya di dalam

GA eda deng an dalam
GATTH“J kebanyakan
yang secara namun GATT
menerima 1 XXXII dengan

jelas menyatw Mracting parties to

this  Agreement shall understood to mean those

8  Ibid., mengutip dari Chiu Hungdah, loc. Cit., hal. 202.

8  Tbid., mengutip dari Wang Lei, “Separate Customs Territory in
GATT and Taiwan's Request for GATT Membership,” Journal of World Trade
25 (Oktober 1991): 17, 19.

8  1bid., mengutip dari Susanna Chan, loc. Cit., hal. 285.
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governments”. Dua pasal dalam GATT, Pasal XXVI dan Pasal
XXXIII, mengatur aksesi pemerintahan. Mungkin nampak sulit
untuk dibedakan dari penyebutan singkat nama mereka:

“Chinese Taipei” dan “Hong Kong, China”. Bagaimana pun

juga, pembedaan dapa n melalui fakta bahwa Hong

Kong mendap e 3 ' an berdasar Pasal

XXVI (5)48d3 ¢ a § ® pendaftaran
Taiwe - i 1 da d sal XXXIII.
C a,

the Agree s so 1in
fAn territory he other
ha s ernational

governmen
S me

Wsesses or
yres of external
c#ci - 3 orhip through

a decle acting party,

L o
Ketentuan-ke "'laku bagi negara,

yang merupakan Kk dé egara penandatangan dan

nantinya akan memperoleh kemerdekaan."”’ Negara orangtua

8 Ibid., hal. 1201, mengutip dari John H. Jackson, W.J. Davey and
A.O0. Sykes Jr, Legal Problems of International Economic Problems,
Cases, Materials, and Text, 4™ ed. (St Paul, Minnesota: West Group,
2002), hal. 232.
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(parents country) mendaftarkan, atau “‘menyeponsori”,
keanggotaan GATT atas nama koloninya.
Dengan berdasar pasal 1ini, 1Inggris, selaku pemilik

kekuasaan Hong Kong, menyeponsori keanggotaan GATT untuk

Hong Kong. Selanjutpn menjadi salah satu negara

penandatang gali tambahan, RRC
mengko iliki otonomi

pen ga - gas ikhva sesuail

diinginkat 4 setelal lian Hong

1997.°% menerima

Cina hun

te ~=lele] ki Hong

kede RRC atas

o Q
] M G T juga dida‘

engaturan
-
S

secara fakta

idak memerlukan

eﬁ!pendaftarannya dalam

atau huku u

“pemilik kekua!‘II

8  Tbid., mengutip dari Li Chung-chou, loc. Cit., hal. 43.

8  Tbid., mengutip dari Ibid.

% World Trade Organization, “China's Accession to the WTO and its
Relationship to the Chinese Taipei Accession and to Hong Kong and
Macau, China,”<http://www.wto.org/english/thewto e/acc e/chinabknot feb
01.doc>, Maret 2001.
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keanggotaan GATT.°’" Dasar hukum bagi Taiwan adalah pasal
XXXIII, yaitu sebagai

“a government acting on behalf of a separate customs
territory possesing full autonomy 1in the conduct of
its external commercial relations and of the other
matters provided fQ pder the GATT]”,

Taiwan dapat .de ! £ ar keanggotaan atas
namanya endiri (on its
own b'll

92

ry) karena

butkan dalam

mend isils Khusus.

L/ pengakuan i pdo ik hukanlah ang bagi
ke@ahggotas aiwan pegara-nega hanya
halshe berhubungan General

statusny hukum

bergant oo adalah tidak

berdasar di

°Y pasha L. Hsieh, loc. Cit., hal. 1201, mengutip dari Susanna Chan,
loc. Cit., hal. 286.

%2 pasal XXXIII GATT.

% pasha L. Hsieh, loc. Cit., hal. 1202, mengutip dari GATT SR 19/12
1961, hal 195-961, dan Cho Hui-Wan, Taiwan's Application to GATT/WTO:
Significance of Multilateralism for an Unrecognized State (New York:
Praeger, 2002), hal. 175.
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Pada 29 September 1992, Dewan GATT menetapkan sebuah

Kelompok Kerja untuk memeriksa aplikasi Taiwan.”*

Kompromi
menyangkut status Taiwan didapat ketika Ketua dalam

pertemuan Dewan GATT menyatakan bahwa’’:

”“All contractia
there 1

knowledged the view that
and M]any contracting
partie he view of the
Peop J Chinese Taipei,
as Y d wnot accede to
: T]he Council
e ng Party on

g r1 o eadoy € G A accession
examining .q‘h and adop ] Protocol
[ pel [ working

1d

r

77

eports sr
gua pihak
a, lalu

sebelum

tahun 199 an T menandatangani

me Organization (WTO

Agreement Est

% Government Information Office Republic of China, “Board of

Foreign Trade, ”"<http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/4-oa/wto/wtoacc.
htm>, 13 November 2001.

% pasha L. Hsieh., loc. Cit., mengutip dari World Trade

Organization, Guide to GATT Law and Practice (Jenewa: World Trade
Organization, 1944), hal. 943-944.
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Agreement).96

Sebuah organisasi baru, WTO, diciptakan untuk
mengatur GATT dan perjanjian perdagangan lainnya. WTO

mengkuti keputusan, prosedur, dan kebiasaan-kebiasaan GATT.

Karena hal tersebut, pada 1 Januari 1995, Taiwan mengubah

landasan hukum apli arannya, dari Pasal XXXIII
GATT menjagd : n an Kelompok Kerja
GATT alfa Kerja WTO.?’
Mengi ] ; 1 mendahulukan

pra RR ¥ aksesi Taiw j da selama

gampal akseSRRREMEingdgOsiasikan.

sulit
Esepa beberapa
ke WTO-pl gan WTO

Protherhada & ; I”I‘mengandung
Jjauh lebih ‘-’:F i -

»

aupun WTO-minus.°®
Komitmen ng asa gatlah penting,

bagaimana pun*4 aMelalui 26 negosiasi

bilateral. Untuk bara arang, Taiwan setuju untuk

% World Trade Organization, “Legal Texts: WTO Agreement, ”
<http://www.wto.org/english/docs e/legal e/final e.htm>, 4 Maret 2005.

°7 Dokumen WTO WT/ACC/TPKM/1, January 1995.

%8 Report of the Working Party on the Accession of the Separate
Customs territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu, WT/ACC/TPKM/18

tanggal 5 Oktober 2001, hal. 21.
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mengurangi tarif rata-rata dari 6.0% menjadi 4.15% untuk
barang-barang-barang industrial dan dari 20.0% menjadi
12.9% untuk barang-barang agrikultural. Untuk bidang jasa,

sebagai contoh, Taiwan setuju untuk mengizinkan perluasan

investasi asing dg aunikasi, dan mengizinkan

perusahaan ebih banyak Jjenis
asuran
ST , ) > bay ketentuan

openting-. Jju untuk

pengikla a media

(e : na ¥ dan, waktu),

sasi, ar dalam

TR

membyrinforma g = erubahar‘“‘apun yang

berhubunga :ﬁ bat-lambatnya 60

pa mengi sisi no an untuk

hari seb ambahan, Taiwan

an .
setuju untukw ari WTO Agreement on

Trade in Civil Aircra menjalani aksesi dalam
Agreement on Government Procurement secara sukarela.

Tampilan khusus lainnya dalam perjanjian aksesi Taiwan

adalah WTO menegosiasikan sebuah perjanjian pertukaran

% Tbid., hal. 219.
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khusus (Special Exchange Agreement) dengan Taiwan dalam isu
moneter. Tindakan seperti ini sesuai dengan ketentuan yang
ada dalam GATT tentang Exchange Agreement yang menyatakan

bahwa setiap anggota WTO vyang bukan anggota IMF, akan

menjadi anggota IM sebuah Special Exchange

Agreement d pengizinkan Taiwan
menjadi ] ' anjian tersebut
setelah ndaftaran
vang mela

egosiasi

Pok Kerja

tujul 3 ni empat 1an tidak

re Pertemua i i WTO ( nisterial

Meetﬁlvlrenyetu' (O o LT™wan pada
sehari set# ﬁr A i -.i.‘

berikutny

menandatangan1*4>

100 pagal XV (6) GATT.

1‘Iw@‘mber 2001,

ada RRC. Hari

Lin Hsin-yi

om
*gal efektif masuknya

01 pokumen WTO, Special Exchange Agreement between the Separate
Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu and the World
Trade Organization, Annex II, dalam Keputusan Aksesi, WT/L/433 tanggal
23 November 2001.

102 Ministery of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan), “The
ROC's Accession to the WTO,”<http://www.mofa.gov.tw/fp.asp?xItem=10685¢&
ctnode=292>, diakses 21 Januari 2008.
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Taiwan dalam WTO adalah 1 Januari 2002, tepat 21 hari
setelah RRC masuk. Pada 8 Maret 2002, Direktur Jenderal
Mike Moore Dbertemu Yen Ching-Chang, perwakilan Taiwan

pertama dalam WTO, dengan nama Chinese Taipei103 dalam WTO,

secara resmi terben
Setela an Taiwan menjadi

anggota i diplomatik lagi

bagi k. a RRC terhadap

dalam O perdaganga Q Ll berubah
ang keangad bagli Talwa - 1 sebuah
ast dala jika RRC

asan =rubahnya

yva Taiwa alam WTO

103 garena ; ; scara politik, Taiwan
memiliki ; ; ; dari  berbagai
organisa . i i ) dipanggil dengan
“Separate sto i y s Taiwan, ~ Kinmen and Matsu
(Chinese Taipe YopRi b nama di website WTO,
Taiwan disebut : fe secara alfabet sebagai
“T” pertama). Dalam e ank, Taiwan disebut “Taipei
China”. Dalam APEC, Tailwan u “Chinese Taipei”. Dalam Asian
Productivity Organization, Taiwan disebut “Republic of China”, yang
mana merupakan nama bagi Taiwan dalam Afro-Asian Rural Development
Organization dan Central American Bank for Economic Integration. Dalam
International Cotton Advisory Committee, Taiwan disebut “China
(Taiwan)”. Dalam International Labour Organization (ILO), kebiasaan
yang terjadi saat ini adalah, dalam kasus-kasus tertentu, Jjika ada
kebutuhan untuk menyebut Taiwan dalam sebuah dokumen ILO, maka
referensinya harus disebut “Taiwan, China”.

104 wpermanent Mission of Taiwan to the WTO,”<http://www.taiwanwto.

ch/about mission/history.html>, diakses 16 Maret 2008.
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adalah tidak terelakkan mengingat banyak pihak akan
mendapat keuntungan ekonomi yang besar, seperti pembukaan
bidang agrikultura dan pasar jasa. RRC dan Taiwan merupakan

eksportir terbesar ke-5 dan ke-14 di dunia, serta importir

05

terbesar ke-6 dan Karena kedua negara

ang besar, maka

mempunyai g 3 ) | . ! e

anggot i ] 1G] g R dengan harus
mengo a a1 . o e ggotaan WTO
ter s hanya Da ' gra, amun g d Wilayah

tus WTO

ia.1!

Ka C terpreta
sehingga

te ¥lste o ® alasan-

albni, Cingl ge B8 G Ste

menjHHJ

Taipei”

China TalPeT lihat dari

sudut panda ,:;r - ¥ 3 pat pemerintahan”

A\Y

menjadi . .
Penggabm 1Mam WTO tidak pernah

mudah. RRC melihat se gerakan Taiwan adalah satu
langkah menuju “bukti kemerdekaan”. Taiwan, sebaliknya,

mencoba untuk “mempolitisasi dan menginternasionalkan” isu

perdagangan untuk membuktikan otonomi pemerintahannya yang

195 pasha L. Hsieh, loc. Cit., hal. 1203, mengutip dari Central News
Agency tanggal 7 November 2003.
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terpisah dari RRC. RRC secara konsisten berusaha menurunkan
status Taiwan dalam WTO. Pada tahun 1999, setelah aplikasi
keanggotaan Taiwan mendapat dukungan vyang luas, RRC

mengusulkan untuk menambah kata “China” ke dalam nama

“Separate Customs Tg #aiwan, Penghu, Kinmen, and

Matsu”. Lag ahkan pengusulan

bahasa gikg enyatakan bahwa
“Taiiva : 1 ] ala mendulang
suk ) ) banyakan anggota asa tidak
e 'ri 2003,

r déral WTO
berubah

Seu Customs

nd\ su”

dan Hong Kong dan

emasuki WTEO

RRd i
SH

mi
nam i D gy the

“Economic

™ nen, a menjadi

dimiliki Taiwan
k!lgnty implications) .

el Taiwan sebagai “permanent

Makau, be al
memiliki implm

Namun sampai sekarang,

mission” tetap tidak berubah. Akan tetapi, dikarenakan
terdapat pertentangan atas titel Taiwan, WTO  belum

memperbaharui “buku biru” sejak Februari 2002. Sekretariat
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WIO biasanya menyebut nama dengan “permanent mission”'°®,

namun agar tidak terlibat dalam pertentangan nama, saat ini
107

Sekretariat menggunakan “delegation”.

Permintaan RRC di atas tidak dapat dibenarkan secara

hukum atas alasan-g ; pertama, tuntutan RRC

didasarkan ia tahun 1992 oleh

Ketua “would be

alo acau” dan
tit Vis i issue of
tidak P netapkan

c sika “Dewan

but” ™ encatat”

M g & N signd Negara-

;M kata ini

DL Bbangan  m
m‘i\ dalah bagian dari
¥Mik Taiwan maupun RRC

WTO Agreement. Sehingga jelas

me ook ©

tibnpunyai LD

nega'lJHI ing dengdi®™ e

merujuk pad (:E;-

Cina.
Kedua, ap!%

sama-sama didasari Pasal

bahwa WTO menganggap kedua pihak ini dalam kapasitas yang

sama dan tidak memiliki hak yang berbeda di antara mereka.

106 WThe WTO Secretariat Changed the Document Procedure (Chinese),”

<http://www.epochtimes.com/gb/3/11/30/n420836.htm>, 30 November 2003.

107 1hid.
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Nota Penjelasan (Explanatory Note) WTO Agreement vyang
menyatakan “the terms ‘country’ or ‘countries’
include separate customs territory Members”, mendukung

posisi ini. Kesimpulan ini Jjuga merefleksikan pandangan

tradisional bahwa & idak memedulikan definisi
dari Negar

Taiwan ,#Wa asitas yang sama

a as pemerintahan.
] 3
(

dengea

ot
-
%

akuan  yang

-
—
>

- R\
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pembahasan
dalam World

Q1roa zatio

& dalam W
yvata

dapa

‘ hak :
wangann ('SE o 2 STOm territovian
aksesi »‘@ 1%‘ lausul yang telah

diset tara pihak vyang

reement,

ate) 2vah yang

M menetad kebijakan

melakuka
Sedangkan mengenai prose sesi itu sendiri diatur dalam

dokumen WTO World Trade WT/ACC/1 (95-0651). Secara umum

proses tersebut melewati empat tahap, yaitu:
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a. Permintaan Resmi untuk Menjadi Anggota.
Suatu pemerintah yang ingin menjadi anggota WTO harus
menjelaskan seluruh aspek perdagangan dan kebijakan-

kebijakan ekonominya yang memiliki hubungan dengan WTO

Agreement. Hal erahkan pada WTO dalam

bentuk f | X i a oleh Kelompok
Kedje i g ] z n oleh Dewan
! na ' g opemerintah

B0 angkutan.

1 dengan igelu Aggota.

oua at afjuan yang
mengenai
ar dapat
sing-masing
bilateral karena

setia mi erdagangan yang

berbeda '.4
c. Draft Keanggotaan Ba
Saat Kelompok Kerja telah menyelesaikan pemeriksaannya
terhadap permohonan untuk menjadi anggota suatu negara,
maka Kelompok Kerja memfinalisasi hasil pembahasan

dalam bentuk draft persetujuan keanggotaan (“protocol
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of accession”) dan daftar skedul komitmen (“schedules
of commitments”) .
d. Keputusan.

Laporan terakhir, berisi laporan, protokol aksesi dan

daftar komitmep a2 disampaikan oleh Dewan

Menteri. Jika dua

Umum WE
pe gl annya, maka
i dtokol dan
s gapinng dengan O :

pengaturan

cngena i cnerimaan a ) alam WTO

atake darl am S Agreement,

Negara

ate cus rritory) .

caraﬁesi dalam
:il:.“ WTO World Trade

merupakan suatu

anan negara-negara

1 tersebut meliputi pembicaraan

WT/ACC/1
proses neg051
anggota WTO, dimana negos
seputar kebijakan-kebijakan di Dbidang perdangangan yang
sekiranya dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua Dbelah

pihak.
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2. Republik Cina adalah salah satu negara penandatangan
GATT, namun  secepatnya setelah Partai Komunis Cina
mendirikan RRC, Pemerintah Republik Cina yang kalah dengan

dipimpin Partai Nasionalis memindahkan kekuasannya ke

Taiwan di tahun 1948 itu, pemerintahan Republik
Cina lebih ‘ an “Taiwan”. Pada
tangga cepada Sekretaris
Jenden dalam GATT.
Ta alam GATT
kabulkan
am PBB.
usi b8, yang

 AEK 2 erwakllard an dari

keang Hahwa akan
b > -

“mengikuti salahan politik”.

Sebagai h

Taiwan W

berdasarkan Pasal XXXIIT

keanggotaan GATT
T dengan nama “Separate Custom
Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu” ©pada
tanggal 1 Januari 1990. Aplikasi Taiwan ini dinyatakan oleh
pihak RRC sebagai sesuatu yang ilegal dan tidak seharusnya

dipertimbangkan oleh WTO. Hal ini dikarenakan dari sudut
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pandang RRC, Taiwan adalah sebuah propinsi dari Cina atau
sebuah bakal-calon “Special Administrative Region” seperti
Hong Kong dan Makau, dimana pendaftaran Taiwan sebagai

Separate Custom Territory harus mempunyai “konfirmasi dari

Pemerintahan RRC” yg mun Taiwan dapat dan berhak
untuk menda endiri atau atas

nama wike ‘ i or on behalf

of fif ilkiki unsur-

yang
nyangkut
an GATT

pihak

enyetujuil

e
A 0l nyarankadmasuknya
Taiw.MJ'lak dipuy _ @l e suknya Ri”dalam GATT

terlebih d (i?— :i\ teh pihak RRC dan

pihak Tai

Pada 29

P! T menetapkan sebuah

Kelompok Kerja untuk mem sa aplikasi Taiwan. Pada akhir
negosiasi perdagangan Uruguay Round di tahun 1994, negara-
negara penandatangan GATT menandatangani Agreement

Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement) .

Karena hal tersebut, pada 1 Januari 1995, Taiwan mengubah
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landasan hukum aplikasi pendaftarannya, dari Pasal XXXIII
GATT menjadi Pasal XII WTO Agreement dan Kelompok Kerja
GATT Juga diubah karenanya menjadi Kelompok Kerja WTO.

Komitmen aksesi menyangkut pasar Taiwan sangatlah penting,

sehingga berkembang negosiasi bilateral. Untuk

barang-bara angi tarif rata-

rata ‘1 2 n
agt . Untuk DYdane ]

asan inve

barang-barang
akang-barang

Taiwan

mengiz g dalam

dsi asing

ketentuan

a dapat pengaturan
w keterbukaan dalam

TRIPS tanpa mengikuti periode

menyangkut

privatisasi, mendaftar d
transisi normal, dan untuk memberi informasi menyangkut
perubahan apapun yang berhubungan dengan TRIPS kepada WTO

selambat-lambatnya 60 hari sebelum pelaksanaannya. Sebagai

tambahan, Taiwan setuju untuk menjadi anggota sukarela dari
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WTO Agreement on Trade in Civil Aircraft (persetujuan ini
menghilangkan pajak impor terhadap semua transportasi udara,
kecuali transportasi udara militer, sebagaimana diterapkan

juga terhadap semua produk yang terdapat dalam persetujuan;

mesin transportasi eserta komponennya, seluruh

komponen seg nan transportasi

udara Sip

. 3 komponennya)
dan > i Government
Prq ecara sukare ampilan terakhir

51 iwg adalah ® '

siasikan

anjian aks

Exchange

ah Jdaftaran
kean@n w akhirnya
berhasil aitu negosiasi

bilateral e Kelompok Kerja
mengadakan tw pat pertemuan tidak
resmi. Pertemuan Tingka enteri WTO (WTO Ministerial

Meeting) menyetujui aplikasi Taiwan pada 11 November 2001,
sehari setelah peristiwa serupa terjadi pada RRC. Hari
berikutnya, Menteri Ekonomi Taiwan Lin Hsin-yi

menandatangani protokol aksesi. Tanggal efektif masuknya
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Taiwan dalam WTO adalah 1 Januari 2002, tepat 21 hari
setelah RRC masuk. Pada 8 Maret 2002, Direktur Jenderal
Mike Moore Dbertemu Yen Ching-Chang, perwakilan Taiwan

pertama dalam WTO, dengan nama Chinese Taipei dalam WTO,

secara resmi terben

Dengan pouh Taiwan untuk

menjadi G pukanlah suatu

prosk z ) : dari urusan

gan_anggo AROEIRE ngenagi keDTgKan rdagangan,

harus aghddepi ¥ intangan u  upaya

i wan dianggap

seh® ak dapat

anggota anpa ada

k kekuasiyatas Taiwan.
;;'-‘ tersebut. Sampai

e

saat ini, elah memberikan

keuntungan ba
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